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A. Hamid S. Attamimi mem
kekuasaan lain. Namun menur
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Dari perbedaan pendapat tersebut di atas, bagaimana deng‘an kedaulatan rakyat
Indonesia. Apakah rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi yang tidak tunduk kepad
kekuasaan lain ataukah rakyat tunduk kepada kekuasaan lain di Negara Repul:)mj '

Indonesia?

6 . - ‘
AK. Pringgodigdo, Tiga Undang-Undang Dasar, JTakarta: Pembangunan, 1964, him. 62

Z C.S.T., Kansil. Op.Cit. hlm 94,
JA 3 . . :
imly Asshiddigic, Gagasan Kedaulatan Raktar dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia,

0 ?I;arta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, him, 22.
0 A.r lﬁit[r)ogg;g:c::l;;; .Paj:;ii‘: ?ousritutions, London: Sidgwick & Jackson, 1973. him. 68.

Ariinf, Socriasina é :;,3 :I nisme Pertanggungjawaban Keunangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis,
" s , him, 42,

A. Hamiq S. Attamimi, Op.Cit, him, 133,

38




RAKYAT DASNJQHA RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
: JELIS PERMUSYA WARATAN RAKYAT

j, Konsep Kedaulatan Rakyat Indonesin

Kedaulatan rakyat dalam kehidupan berne
kekuasaan absolut scorang Raja. 1.J, Rousseay
pasyarakat (contract social), mengatakan bahwa rak

1as) N ' 4 fakyat mempunyai hak
dlpcnahnnlxnn ]\cpcrfi.daannya. Untuk melindungi hak-hak terscbuty X yang harus
mengadakan perjanjian, yang dikenal denga reya {masyarakat

social) untuk membentuk negara. Kemudian

menyerahkan sebagian hak kepadanya, sedangkan hak-hak yang bersifat asasi tetap dimiliki
rakyat. Penguasa ncgafa r.nemlhki kekuasaan berasaj dar; rakyat, sehingga rakyatlah
sebenarnya yang menjadi sumber kekuasaap 12 Ajaran inj mele'takkan dasar paham

kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara, yang kemudian melahirkan negara
demokrasi. ®

Bara muncu! sebagai reaks;i terhadap
yang mengemukakan ajaran “perjanjian

rakyat mengangkat seorang penguasa dan

Demokrasi berasal dari kata “demos” yang berarti “rakyat” dan “cratein” yang berarti

upemerintah”. Secara harfiah demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yang kemudian
menjadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (from the people, by the

people, and for the people). ® Allthusius juga mengatakan bahwa penguasa yang tirani (Raja)
adalah sekadar mandataris rakyat yang memegang kedaulatan.

Pengertian kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, pada awalnya dimiliki dan dilakukan
oleh rakyat sendiri. Rakyat sendiri yang langsung berperan dalam mengambil keputusan,
sehingga melahirkan direct democracy, misalnya yang dilakukan di dalam negara-negara
kota (polis) di Yunani. Dalam perkembangannya, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat
mengalami aplikasi berbeda. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat hanya dipandang sebagai
sumber kekuasaan, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga-lembaga perwakilan.
Ini yang mengkibatkan munculnya indirect democracy, yang dipakai oleh negara-negara
modern, karena direct democracy tidak mungkin dapat dilakukan. Hal ini sebagai akibat
dari Juasnya wilayah negara, banyaknya jumlah penduduk/warga negara, dan semakin
kompleksnya urusan pemerintah negara.

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa kedaulatan rakyat hakikamya adalah
kekuvasaan tertinggi rakyat untuk menentukan apa yang dikehendakinya dan bagaimana
cara mencapai atau melaksanakan kehendaknya itu. Kehendak ini harus dipandang sebagai
wewenang yang menentukan segala wewenang yang ada dalam negara,'® karena itu, rakyat
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I1I. HUBUNGAN ASPIRATIF
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